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DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 163.a TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penuntasan program wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu
dan merata, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Panduan Program Pengembangan SD-SMP
Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, periu
menetapkan nama-nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Satu Atap;

¢. bahwa dalam rangka memperluasakses dan pemerataan
pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans
dalam huruf a , huruf b dan huruf c di atas,
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidi
Hulu Sungai Selatan.




5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1992 tentang Peran Serta Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebud:
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tent :
Perubahan, dan Penutupan Satuan
Menengah;

13. Peraturan Daerah Kabupa

Tahun 2000 tentang K
Sungai Selatan; i




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Nomor 3).

Memberikan Izin Operasional kepada Kelembagaan Sekolah
Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud

pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk
menyelenggarakan  kegiatan pembelajaran sesuai  jenjang
pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan
kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. Biaya yang timbul akibat diterbi

dari penyelenggaraan satuan pe:




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 163.a TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL
KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR : KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NO | NOMOR KELEMBAGAAN | NAMA SEKOLAH ALAMAT
1 |201150507032 SMPN 6 Daha Selatan | Desa Pihanin Raya
Satu Atap
2 | 201150507033 SMPN 7 Daha Selatan | Desa Muning Dalam
Satu Atap




